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ABSTRAK 

Wahid Roby Alamsyah. 201910115322. Upaya Perlindungan Status Anak Akibat 

Pembatalan Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/Pa.Bms). 

 
Pembatalan nikah atau fasakh pada hukum Islam bisa dilaksanakan jika persyaratan 

perkawinan yang telah ditentukan tidak dipenuhi ketika pelaksanaan akad nikah 

diketahui bahwasanya kedua mempelai mempunyai hubungan darah, sehingga akad 

nikahnya menjadi batal, salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Agama 

Banyumas Nomor 1160/Pdt/G/2018/PA.Bms, mengenai pembatalan nikah yang 

telah lewat batas pengajuan pembatalan nikah atau kedaluwarsa terhadap 

pernikahan sedarah. Pernikahan tersebut telah berjalan selama kurang lebih selama 

21 tahun 2 bulan dan sudah memiliki 3 orang anak dan setelahnya diketahui bahwa 

keduanya masih memiliki hubungan sedarah yakni satu ayah namun lain ibu. 

Adapun rumusan masalah apakah perkawinan sedarah dalam Putusan Pengadilan 

Agama Nomor 1160/pdt.G/2018/PA.Bms tanggal 22 November 2018 yang telah 

lewat batas waktu dapat diajukan pembatalan perkawinan dan bagaimanakah 

konsekuensi pembatalan nikah sedarah atas status anak jika ditinjau dari Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan 

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan proses 

penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum di dalam undang-undang 

nasional. Hasil penelitiannya adalah perkawinan yang dilakukan oleh para pihak 

dalam kasus ini termasuk kedalam golongan larangan perkawinan karena termasuk 

perkawinan sedarah, maka pemberlakuan pembatalan nikah dalam Pasal 27 ayat 3 

Undang-Undang Perkawinan, maupun dalam Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum 

Islam menjadi dikecualikan. Mengenai status atau kedudukan anak setelah 

terjadinya pembatalan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) 

Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 huruf (b) bahwa pembatalan perkawinan 

tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan sedarah, 

sehingga kedudukan anak tetap dianggap sebagai anak sah dan tetap memiliki 

hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. 

 

 

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Perlindungan Anak. 
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ABSTRACT 

Wahid Roby Alamsyah. 201910115322. Efforts to Protect the Status of Children 

Due to the Cancellation of Incest (Study Decision Number 

1160/Pdt.G/2018/Pa.Bms). 

Cancellation of marriage or fasakh in Islamic law can be carried out if the 

predetermined marriage requirements are not fulfilled when carrying out the 

marriage contract and it is discovered that the bride and groom are related by 

blood, so that the marriage contract becomes invalid, one example is the Decision 

of the Banyumas Religious Court Number 1160/Pdt/G/ 2018/PA.Bms, regarding 

the annulment of marriages that have passed the deadline for filing marriage 

annulments or expired for incest. This marriage has been going on for 

approximately 21 years and 2 months and they already have 3 children and 

afterwards it was discovered that the two of them were still related by blood, namely 

one father but another mother. The formulation of the problem of whether Incestin 

Religious Court Decision Number 1160/pdt.G/2018/PA.Bms dated 22 November 

2018 can be submitted for annulment of the marriage and what are the 

consequences of canceling Inceston the status of the child if viewed from Article 1 

paragraph (2) Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Article 28 

paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research 

method used is normative juridical, which is a research process that refers to legal 

norms in national laws.The results of the research were that the marriage entered 

into by the parties in this case fell into the category of prohibited marriages because 

they included incest, so the application of marriage annulment in Article 27 

paragraph 3 of the Marriage Law, as well as in Article 72 paragraph 3 of the 

Compilation of Islamic Law was excluded. Regarding the status or position of 

children after an annulment of a marriage, based on the provisions of Article 28 

paragraph (2) of the Marriage Law and Article 75 letter (b) that the annulment of 

a marriage does not apply retroactively to the status of children born in incest, so 

that the position of the child is still considered as a legitimate child and still has a 

civil relationship with his biological father. 

 

Keywords: Annulment Of Marriages, Child Protection, Incest.  
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